Menimbang : a.

Mengingat

—

BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BONE BOLANGO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Kepala
daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Bone Bolango Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4060);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi



10.

11.

Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4269);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587)sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 28,Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5601);
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang

Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4090);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembran Negara Repubik

Indonesia Nomor 5165);



meme o TP

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64

Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 Tahun

2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2015;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun

2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2015;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan

BUPATI BONE BOLANGO
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1
(1) Pertanggungjawaban pelaksanaanAPBD berupa laporankeuangan

memuat :

LaporanRealisasi Anggaran;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Perubahan Ekuitas; dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah /Perusahaan Daerah.

Pasal 2
Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

huruf a, tahun anggaran 2015 sebagai berikut:



a. Pendapatan
b. Belanja

c. Pembiayaan

Rp.697.980.906.108,50
(Rp.692.646.139.448.90)

Surplus Rp.5.334.766.659,60

- Penerimaan Rp.44.728.731.586,16

- Pengeluaran (Rp.7.248.000.000,00)

Pembiayaan Netto Rp.37.480.731.586,16
Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 sebagai berikut:

1.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp. 22.509.926.486,62 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pendapatan setelah

Perubahan Rp. 720.490.832.595,12
b. Realisasi Rp. 697.980.906.108,50
Selisih lebih Rp. 22.509.926.486,62

Selisih  anggaran  dengan  realisasi  belanja  sejumlah

Rp. 65.351.575.654,38, dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran belanja setelah

Perubahan Rp. 757.997.715.103,28
b. Realisasi Rp. 692.646.139.448,90
Selisih lebih Rp. 65.351.575.654,38

Selisih  anggaran  dengan  realisasi  surplus sejumlah

Rp. 32.172.115.848,56, dengan rincian sebagai berikut:
a. Surplus/deficit setelah perubahan Rp. (37.506.882.508,16)
b. Realisasi Rp. 5.334.766.659,60

Selisih Lebih Rp. 32.172.115.848,56

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan

sejumlah Rp. 28.150.922,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 44.756.882.508.16
b. Realisasi Rp. 44.728.731.586,16

Selisih (Rp. 28.150.922,00)

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp.2.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 7.250.000.000,00
b. Realisasi Rp. 7.248.000.000,00

Selisih Lebih Rp. 2.000.000,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

Rp.26.150.922,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pembiayaan neto Rp. 37.506.882.508,16
b. Realisasi Rp. 37.480.731.586,16

Selisih lebih Rp. 26.150.922,00




Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31
Desember Tahun 2015 sebagai berikut:
a. Jumlah aset Rp. 990.664.351.976,98
b. Jumlah kewajiban Rp. 16.705.220.367,83
c. Jumlah ekuitas dana Rp. 973.959.131.609,15
Pasal 5
Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2015
sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari

tahun 2015 Rp. 42.576.523.102,88
b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 133.280.951.633,07
c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (134.292.273.950,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktivitas Transitoris Rp. 1.984.203.666,00
f. Saldo akhir kas di Bendahara
Pengeluaran Rp. 23.705.581,00
g. Kas Lainnya Rp. 1.659.148.271,00
h. Saldo akhir kas di Bendahara
Pengeluaran FKTP Rp. 913.733.357,00
i. Saldo akhir kas di Bendahara
Penerimaan Rp. 6.305.600,00
j- Saldo akhir kas di Bendahara
Badan Layanan Umum Rp. 401.975.153,81
k. Saldo kas akhir per 31 Desember
tahun 2015 Rp. 46.547.966.814,16
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf d
untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2015 sebagai
berikut:
a. Pendapatan Rp. 753.644.286.874,11
b. Beban Rp. 658.851.564.158,71
c. Surplus/Defisit dari Kegiatan
Operasional Rp. 94.792.722.715,40
d. Surplus/Defisit dari Kegiatan
Non Operasional (Rp. 9.854.927.791,00)
e. Surplus/Defisit
Laporan Operasional Rp. 84.385.313.424,40

Pasal 7



Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai 31

Desember 2015 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 44.732.731.586,16

b.  Penggunaan SAL Rp. 44.728.731.586,16

C. Silpa -~ Rp. 42.815.498.245,76

d. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 42.815.498.245,76
Pasal 8

a. Lampiran I

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
huruf f untuk tahun yang berakhir sampai 31 Desember 2015

sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal Rp. 894.212.089.567,71
b. Surplus/Defisit LO Rp. 84.385.313.424,40
c. Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan mendasar Rp. (4.638.271.382,96)
d. Ekuitas Akhir Rp. 973.959.131.609,15

Pasal 9
Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1
huruf g, Tahun Anggaran 2015 memuat informasi baik secara

kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10
Pertanggungjawaban palaksanaan APBD sebagaimana dimaksud
pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini,
terdiri dari:
Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan  Realisasi = Anggaran
menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

Lampiran [.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Lampiran [.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran [.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja
Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
Urusan Pemerintahan dan Fungsi dalam

kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;



Lampiran I.5 : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan

Perjabatan;
Lampiran [.6 : Daftar Piutang Daerah;
Lampiran I.7 : Daftar Dana Cadangan;
Lampiran [.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;
b. Lampiran II : Neraca

Lampiran II : Laporan Arus Kas
Lampiran IV  : Laporan Operasional
Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas
Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan

Pasal 11

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (2) terdiri dari:

a. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VIII.1

dan VIII.2 Peraturan Daerah ini;
b. Rincian Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VIII.3

Peraturan Daerah ini.

Pasal 12
Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2015
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD.

Pasal 13
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah.



Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 15 Agustus 2016
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 15 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,

Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005
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